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BUPATI BEN KALIS

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Bengkalis,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

NS
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.Menetapkan

. 10.

Perubahan 'AtasPeraturan Pemerintah Nomor 43
|

Tahun Na |

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
-

Nomor 6. Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan an

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539),
0

Peraturan Menteri:DalamNegeri Nomor 113Tahun 2014 Tn
tentang PengelolaanKeuangan Desa,

Nan ina
7.

MEMUTUSKAN :N
2 PERATURAN BUPATITENTANG TATA'CARA

PENGALOKASIAN -a 0 |

ALOKASIDANA DESAKABUPATEN BENGKALIS.
Mena ae

—

S BABI
— KETENTUAN UMUM

. Pasal 1 PON 1
. Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud

d

dengan:
.1.
2.

Daerah adalah KabupatenBengkalis.
Pemerintah Daerah'.adalah' Bupati sebagai unsur an Pa
penyelenggara - Pemerintah Daerah. yang .. memimpin. AN|“ pelaksanaan - “urusan” “ pemerintahan yang”“menjadi:ymF
kewenangan daerah.otonom. .
Bupati adalah Bupati Bengkalis.
Sekretaris Daerah” adalah Sekretaris DaerahKabupaten Naa

| Bengkalis.
:

4.

|

Camat adalah Camat dalamWilayahKabupaten Bengkalis.
.

|

i
Tan

KepalaDesa adalah
h Kepala

Desa
dalam WilayahKabupaten

Naa
5.
6.

Bengkalis.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut . —

' dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur "“

:

7.

penyelenggara pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,: selanjutnya8.
disingkat APBD. adalah rencanakeuangan tahunan

Pena
pemerintah:Daerah. ag

Anggaran. pendapatan. dan Belanja Desa, :selanjutnya |

" disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan —

pemerintahan Desa.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah ::

. dana “perimbangan yang diterima Kabupaten. Bengkalis

4.

12.

-

bobot Desa yangdihitung dengan rumus dan.
n variable

dalam' Anggaran Pendapatan. dan . Belanja.Daerah
Kabupaten

Bengkalis
. setelah :

dikurangi Dana: “AlokasiKhusus. Nan Tana 0
Alokasi Dana DesaMinimal yang

|

selanjutnya disingkat Ka
ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besaran
pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.

|
.

h

- 1

Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat .
|

ADDP adalah paguAlokasi Dana Desa yang dibagi secara . -
Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai

tertentu.
a
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13. Anggaran kas adalah dokumen perkraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup -.

guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

periode
14. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ
adalah surat pertanggungjawaban. penggunaan Alokasi . :.
Dana Desa yangdibuat olehDesa: penerima Alokasi:Dana '

Desa..
15. Nilaibobot Desa selanjutnya disebutBDx adalah Nilaiai Desa” NN

. yang ditentukan berdasarkan:beberapa variable independen.I
'dan merupakan indikator. yang dapat digunakan untuk . .
membedakan beban yang”

Gitanggung antara satu:
1 Desa”.

No
— denganDesa yang lainnya.

16. Dokumen: Pelaksanaan“Anggaran Pejabat Pengelola 1
Keuangan'Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD .
adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro. -.
keuangan/bagian. keuangan selaku Bendahara Umum":
Daerah.

17. Pejabat. Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya...—

disingkat.PPKD adalah .Kepala Satuan . Kerja Pengelola”
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan“.

n

3

pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara umum:

daerah. , H5

2 i BaBii |

ba PENGALOKASIANALOKASIDANA DESA

Pasal2
(1)ADD dianggarkan dalam APBDpadaDPA-PPKD:
2 Pengalokasian ADD padamasing-masing Desa ditetapkan

dengan Peraturan Bupati setelah Anggaran Pendapatandan: ..
Belanja Daerah Kabupaten disahkan.

Pasal 3
Tata cara pengalokasianADD kepada Desa sebagai berikut: '

a. Jumlah ADD yang diterima oleh. masing-masing Desa
1 adalah jumlah ADDM ditambah dengan jumlah ADDP,

. b. Jumlah ADDM yang diterima olehmasing-masing-Desa :- .
| adalah.704 (tujuhpuluh:'perseratus) dari jumlah pagu...

anggaranADD Kabupaten dibagidengan jumlah seluruh Ba

h

h
. Desa se-Kabupaten,

Cc. Jumlah 'ADDP yang diterima"oleh masing-masing“DesaPP
|

“adalah 30x (tujuhpuluh .“perseratus) dari jumlah paguh

anggaran.ADD Kabupaten dikalikan:dengan nilai BDx, 5..d. BDx. Sebagaimana “dimaksud 'pada"huruf :c terdiridari Nana
Variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas .

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang
. masing-masing persentase-bobotnya sebagai berikut:

1. 50x (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah
. penduduk,2.304 . (tiga. puluh lima per seratus) untuk jumlahDa
P

penduduk miskin,
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3. 1096 (sepuluh per seratus) untiik luas wilayah, dan “-:
4.106 (tiga puluh per

seratus).untuk.
tingkat kesulitan

|

“geografis. |

|

'e. Sumber data variabel sebagaimanadimaksud pada huruf d'
. ditentukan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian. “AlokasiDana Desa. |

Pasal 4:
(1) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf.c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai

berikut(BDxJP # BDxJPM 4
BDxLW#

# BDxIKG)
x

:

ADDP

Keterangan: 2

W —.. —Alokasi Dana
Desa setiap Desa yang dihitung0 berdasarkan
-
jumlah penduduk, - angka

. kemiskinan, luas
wilayah,

dan tingkat kesulitangeografis Desa.

PpAE

- jumlah bobot penduduksetiap Desa
terhadap

.
| —

Ah... total pendudukDesaKabupaten.
:

BDxJPM - jumlah bobot penduduk: miskin setiap Desa

BDxJP

| terhadap total. penduduk | miskin.
' Desa...

"0 Kabupaten.
BDxLW z jumlah bobot luas. wilayah Desa setiapDesa

» 5.00 terhadap total luas wilayah Kabupaten
'

BDxIKG -'jumlah bobot: IKG: Desa terhadap total Ka
Tn .Kabupaten.

ADDP - pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.JP. .- Jumlah Penduduk Desa.
JPM “- Jumlah Penduduk Miskin Desa.
LW . » Luas Wilayah Desa. : '
IKG.” - Indeks Kesulitan Geografis Desa.

2 Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada
ayat@. dilakukan dengan rumus: sebagai berikut :Ke

a. Bobot jumlah pendudukDesa (BDxJP) dengan rrumus :BDxJP - 504 bobot JP x Rasio JP
““b. Bobot: Jumlah penduduk miskin (BDxJPM) “aan| TYUMUS:

-:

|

|

BDxJPM - 30 bobot JPM:x Rasio JPM

Ss

4
c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :

BDxLW -— 10x bobot LW x Rasio LW
4d. Bobot Indek

Kesulitan. Geografis
(BDxIKG)

denganrumus:
|

BDxIKG : 2 106 bobot IKG:x Rasio IKG
(3) Penghitungan rasio sebagaimana. dimaksud pada ayat@dilakukan dengan rumus sebagaiberikut:
2. Rasio jumlah penduduk

Desa (RJP) dengan rumus :
Jumlah penduduk Desa '

HL...

|

Rasio JP
5.

—» Total pendudukDesa se-Kabupaten . “:.
b. Rasio tumlah penduduk miskin Desa (RJPM) denganrumus:

:

|

Nana

Jumlah:nerkdutuk miskin Desa
Rasio3PM - —

Total pendudukmiskin Desa se-Kabupaten
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c.“Rasio“Tuas wilayah DesaRw dengan rumus :
luas wilayah Desa

-RasioLW
« - “Total luas wilayah Desa se- Kabupaten |

d.“Rasio indeks kesulitan geografis
Desa

(rasio
IKG)

dengan
:

TUMUS:
0

' Indek Kesulitan Geografis
Rasio IKG

B

Total indek kesulitan geografis Desa sse-
|

, Kabupaten
Po.

BAB III

K

. menoconanALOKASI |DANA
DESA1P

Pasal5 n

“ () Penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat

Desa
dengan—

ketentuan sebagai berikut:
|

aa. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00
Kg (lima ratus juta rupiah)digunakan paling banyak6076'

(enam puluh per seratus):
|

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima- ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00. (tujuh ratus juta rupiah). digunakan antara
-. Rp300.000.000,00 (tiga. ratus juta rupiah). sampai“. dengan paling banyak 504 (lima puluh per seratus): :

c.- ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00
-: (tujuh ratus juta' rupiah) sampai. .dengan|
- Rp900.000.000,00 (sembilan “ratus juta rupiah) .

- digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima
- puluh juta rupiah) sampai dengan paling

banyak «

40—. (empat puluh per seratus), dan
d. ADD yang berjumlah lebih dari. Rp900.000.000,00 :

“ (sembilan ratus juta rupiah) digunakan - antara
Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). sampai. dengan paling banyak.

30x (tiga puluh.per—

seratus).
|

A

k

1

(2) Selain untuk penghasilan' tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ADD digunakan:“untuk belanja Desa yang
dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

|

: BABIV . «

PENYALURAN DANPENCAIRAN DANA

|

: Pasal 6 :
|

(1) ADD disalurkan kepada pemerintah Desa melalui rekening
“kasDesa dan"merupakan “bagian dari pendapatan Desa.

.

yang harus dianggarkan dalam APBDesa.
(2) Penyaluran ADD dapat:dilakukan setelahPemerintah Desa

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
|

a. APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat, dan
b.. Keputusan . Kepala - Desa tentang . Pengangkatan- Bendahara Desa. pa |

|

un
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(3) Periyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerahke s

rekening- kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat@

| dilakukan2 (dua) tahap:
a. Tahap I sebesar 5096 imapuluh 'perseratus) dilakukan .

setelah. Desa melengkapi persyaratan “Sebagaimana Hah
tersebut pada ayat (2): dan” oh

b. Tahap :II sebesar 5096: imapuluh! perseratus) dilakukan
.

- setelah Desa menyampaikan laporan bulanan.realisasi '

APBDesa minimal 5 bulan daribulan Januari sampai
dengan bulan Mei tahun berjalan yang telah dievaluasiCamat,

p

(#4
Pemerintah Desa membukarekening pada bank yang
ditunjukberdasarkan keputusan Kepala Desa. 5

(5). Kepala. Desa mengajukan permohonan penyaluran

.

ADD -
: sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada Bupati melalui
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 'Dan

' Pemerintahan Desa setelah .
mendapatkan

rekomendasi
“Camatsetempat.

a

ny

(S5) Kepala -..Badan Pemberdayaan Masyarakat: “dan '

Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Sekretaris 1“DaerahSelaku Pengguna.Anggaran PPKD.

| m .PPKD menyalurkan ADD dari:rekening kas
Daerah secara Kan 1

langsungke rekening kas Desa. -

(8)
Pencairan ' dana pada Bank :harus. ditandatangani oleh
Kepala Desa dan

Bendahara
Desa

yang dilakukan dengan 5. ni
3k

mekanisme sebagai berikut :
Na

- Kepala Desa menyusun anggaran kas
Desa setelah

|

ditetapkannya APBDesa,
b. Pencairan dana dari kas Desa dilakukan setiap bulan

setelah mendapat ..rekomendasi Camat sesuai
“kebutuhan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas,

Cc. Dalam hal pencairan dana dari kas Desa tidak.

dilakukan setiap bulan makaDesa dapat mencairkan
dana dari kas Desasesuai dengan kebutuhan bulan
sebelumnya ditambah “bulan”berjalan sebagaimana-:
tertuang dalam

anggaran kas setelah
mendapat. rekomendasi Camat, on

d. Pengajuan permohonan rekomendasi kepada “Camat
“dilengkapi dengan laporan 'realisasi penggunaan.

anggaran yang telah
dicairkan sampai dengan bulan

sebelumnya.danSPJ, dan . NN

|

e. Untuk memberikan: rekdmendasi sebagaimana
.

“dimaksud: pada ' huruf. c, "Camat . berkewajiban
mengevaluasi

SPJ Desa:
yang bersangkutan.

|

1
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BABv
|

PELAPORAN ,NF

Pasal 7& Laporan ' realisasi - -ADD' terintegrasi dengan laporan .

—. realisasi APBDesa, sehingga' bentuk. laporannya adalah
laporanrealisasi APBDesa.

11

@ Bentuk laporan realisasi atas. kegiatan-“kegiatan dalam
- APBDesa, adalah sebagai

berikut:
- a.' Laporan. bulanan “realisasi 'APBDesa disampaikan

|

. paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya setelah.2 bulanberjalan, Ag

. b. Laporansemesterpertama disimpaikan paling lambat.
|

pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan ,

2. Laporan semester “akhir
'
tahun disampaikan paling|

“lambat:pada akhirbuilan Januari tahun berikutnya.:
ag (8) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2

ditandatangani oleh'Kepala Desa. selaku pemegang an
kekuasaan pengelolaan (keuangan: Desa, disampaikan

| kepada:Bupati melaluiCamat.
& Laporan

sebagaimana.dimaksudpada ayat (3) dievaluasi| oleh Camat,

Kena 5 “pasal 8 Pa

Bupati meniinda penyaluran" ADD. tahap n dalam hal
Kepala Desa: tidak menyampaikan. laporan realisasi
penggunaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal“6

ayat3 huruf b.
' Tan

NN
.“BAB VI:

PERTANGGUNGJAWABAN
“Pasal 9

Laporan “pertanggingjawaban
:

ADD :terintegrasi |

dengan
laporan

pertanggungjawaban. APBDesa: dalam. pengelolaan |

keuangan IDesa. 2 Sapa |

D1,1.

in

ANN BAB yar|

—

KETENTUAN PENUTUP.
K

“Pasal 10
“Dengan berlakunya" Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
-Bupati Bengkalis Nomor 17: Tahun 2015 tentang Tata Cara
- Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah
“dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor
.17 Tahun: 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi
Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 18 Januari 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS

— ———-—- I
2

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 18Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

. HANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 10


